PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 78 TAHUM 2011
TENTANG

FEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Mergingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang balk
dan kepemerintahan yang bersih, perlu adanya pedoman penyusunan
Standar Operasional Prosedur;

bahwa untuk pelsksanaan reformasl birckrasi melalui pengaturzn
sistern dan prosedur kerja yang jelas, efekif, efisien dan terukur sesual
dengan Peraturan Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Megara
Nomaor PERZ21/M.PAM/11/2008;

bahwa beidasarkan perdimbangan sebagalmana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menstapkan Peraturan Wallkota tentang Pedoman
Fenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemenintahan
di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1953 fentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotepraja di Sumaters Selata (Lembaran Negasa
Republik Indonesia Tahun 1958 Momor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 1821
Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4388);
Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Megara RI Momor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undarg-Undang Momor 12 Tahun 2008 (| embaran Megara Republik
Indonesta Tahun 2008 MNomor 58% Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20089 Momor 112,
Tambahan Lembaran Negare Republik indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Im:nrm Tahun 2007
Momor B8, Tambahan Lembaran MNegam  Republik Indonesia
MNomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam MNeger Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dasrah;
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Menatapkan

100
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12

13

14,

Feraluran Meniei MNegara Pendayagunsan Aparalur Negara Momor
PERZ1M.PAN/1/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nemor & Tahun 2008 lentang
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palambang Tahun 2008 Namor 6);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dasrah
Kota Palembang, Sekretariat Dewan Pernwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palambang
Tahun 2008 Momor B);

Peraturan Deerah Kota Palembang MNomer 9 Tahun 2008 fentang
Fembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Falembang (Lembaran Daerah Kata Palembang Tahun 2008 Nomor 95,
Peraturan Dasrah Kota Palembang Momor 10 Tahun 2008 fentang
Pambentukan, Susunan Organiasi dan Tata Kera Lembaga Teknis
Daerah Kota Palembang (Lembsran Daerah Kola Palembang
Tahun 2008 Momor 10};

Peraturan Dasrah Kota Palembang Momor 11 Tahun 2008 fantag
Fembentukan, Susunan COrganisasi dan Tata Kerfa Kecamatan dan
Kalurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 113

Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 12 Tahun 2008 fentaw
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian
Badan Markotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palambarg
Tahun 2008 Nomar 12},

Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 2 Tahun 2010 fentaig
Perubahan Atas Ferafuran Daerah Kota Pasimbang Momor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keja
Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daarah Kota
Palembang Tahun 2010 Nomer 2).

MEMUTUSKAN :

! PERATURAN WALIKOTA TENTANG PECOMAN PENYUSUNMAN STANCAR

OPERASIONAL PROSEDUR  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1.
2
3.

Pamerintah Kota adalan Pemernntah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Perangkat Daersh adalsh unsur pembantu Walkota dalam
penyeienggaraan Pemerntahan Daerah yang terdin dan Sekretanat
Daerah. Sekretariat Dewan Perwakitan Rakvatl Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya.

Unit Organisasi adalah satuan orpanisasi yang kedudukannya berads di
bawah dan bertanggung jawsab langsung kepada danfatau di bawah
koordinasi Walikota.

Unit Organisasi Layanan Internal adalah unit organisasi yang memiiiki
tugas pokok dan funpgsi memberikan pelayanan secara intemal kepada
sesama unil organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
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Ut Organsasi Layanan Ekstermal adalah unit organisasi yang memiiki
tugas pokok dan fungsi memberkan pelayanan secara ekstemnal
kepada masyarakat pengguna jasa.

Unit Organisasi Campuran adalah unit organisasi yang memiliki tugas
pokok dan fungsi memberikan pelayanan secara internal dan ekstemal.
Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme kera vang
harus diskuti oleh seluruh unit organiaasi untuk melaksanakan keglatan
sesual dengan kebijakan yang lelah ditetapkan.

Kegiatan adalah penjabaran darl tugas dan rncian tugas uniuk
mencapal hasil kerja tertentu, sesual dengan langkah-langkah kerja
yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian mstruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggarsan
adminisirasi pemearintahan.

Pelayanan intemal adalah berbagai jenis pelayanan yang ditakukan
oleh unit-unit pendukung pada sekretanal kepada seluruh unit-unit atau
pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah
sasuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pelayanan Eksternal adalah berbagal  jenis pelayanan  yang
dilaksanakan unit-unit lini organisasi Pemerintsh  yang  langsung
ditujukan kepada masyarakat atau kepada Instansi pemernintah Eainnva,
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

Administrasi Pemerintahan adalab pengelolaan proses pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerntahan yang dialankan oleh organisasi
pemerintah.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah dokumen
yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur yang memuat langkah-langkah persiapan panyusunan, tahap-
tahap penyusunan, serta pembuatan diagram alur kegiatan setiap
organisasi.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA MANFAAT

Bagian Kesalu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi wunit organisasi di

lingkungan Peamerintah Kota dalam mengidentifikasi, merumuskan,
menyusun, mangembangkan, memonitor sera mengevaluasi Standar
OCperasional  Prosedur dalam  penyelenggaraan  administrast
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

{2) Pedoman ini bertujean untuk ©

a. membaniuy setiap unit organisasi yang terkecl agar memiliki
Standar Operasional Prosedur,

b. menyempurnakan proses penyefenggaraan  pemerintaban  di
daerah;

¢, meningkatkan tersh  administrasi  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan

d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatl



Bagian Kedua
Manfaat
Pasal 3

Manfaal Standar Cperasional Prosedur dalam penyetanggaraan administrasi
pemerintahan adalah

a  sebagai ukuran standar kinerfa bagl pegawai dalam menyelesaikan,
memperbaiki serta mengevaluasi pekergaan yang menjadi tugasnya;

b, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
saorang pegawal dalam metaksanakan tugas;

. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dam efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggungiawab individual pegawal dan organtssasi secara
keseleruhan; dan

4. menjamin konsistens! pelayanan kepada masyarakat dari aspek muJ,
waktu dan prosedur

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruarng lingkup pedoman ini adalah seiuruh proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan intemal maupun
ekstemnal organisas| Pamenntah Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Kera
Perangkal Daerah dan unit-urit organisasi lainnya,

BAB IV
PRINSIP

Bagian Kesatu
Umum
Pasai §

Frinsip-prinsip Standar Operasional Prosedur berdin atas
a. prnslp penyusunan Standar Operasional Prosedur; dan

b, prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Bagian Kedua
Prinsip Penyusunan
Pasal &

Prinsip penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a adalah

a  kemudahan dan kejelasan yaitu prosedur yang distandarkan harus
mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai

b, efisiens: dan efekiiviias yaitu prosedur yang distandarkan harus efisien
dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;

c. keselarasan yaitu prosedur yang distandarkan harus selaras dengan
prosadur-proeadur etandar lain yang tarkait;

d.  keterukuran yailu keduaran prosedur vang distandarkan mengandurg
standar  kualitas/muty  tedentu yang dapat divkur pencapaian
keberhasilannya;

&, dinamis yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepal dapat
disasuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang
berkembang:



berarentasi pada pengguna yaity prosedur yang distandarkan harus
mempertimbangkan  kebutuhan  pengguna,  sehingga  dapat
membearikan kepuasan kepada pengouna;

kepatuhan hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus memeanuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

kepastian hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapian
cleh pimpinan sebagai sebuah produk  hukem yang  ditaaf,
dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melndungi pegawai dari
kemungkinan twntutan hukum

Bagian Ketiga
Prinzip Pelaksanaan
Pasal 7

Prinsip pelaksansan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 hunuf b adalah :

Jens

i

konsisten yaitu harus dilsksanakan secara konsisten dar wakiu ke
wakiu, cleh siapapun, dan dalam kondisi apapun, oleh ssiurub jajaran
organisast Pemerintah Kota;

komitman yaitu harus dilaksanskan dengan komitmen penub dari
seluruh jajaran organisasi, dari jenjang yang paling rendah sampal
dengan yang tertingai;

perbaikan berkelanjutan yaitu pelaksanaan hares terbuka terhadap

penyempumaan untuk memperoéeh prosedur yang benar-benar efisien
dan efektif,

mengikat yaitu harus mengikat pelsksana dalam melaksanacan
tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
seluruh  unsur memiliki peran  penting  yaitu  seluruh  pegawal
mempunyal peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan;
dan

terdokumentasi  dengan baik yailu sefuruh prosedur yang lalah
distandarkan harus didokumentasikan dengan baik

BAB W
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesalu
Jenis
Pasal 8

Slandar Operasional Prosedur terdin dari -
Standar Operasional Prasadur Teknes, digunakan untuk bidang-bidang
pakerjaan yang bersifal teknis; dan
Standar Opedasional Prosedur Administrasi, digunakan onluk proses
perencanaan, penganggaran dan‘atau  siklus  penyelenggaraan
administrasi pemanntehan,
Bagian Kedua
Drokumer
Pasal 9

Dokurmen Standar Operasional Prosedur memuat |

a. halaman judul (cover), vang memuat
1. lambang daarah;
2. judul dokumen Standar Operasional Prosedur pada
instansifsatuan kera;



3. tahun permbualar,
4. alamat instansi; dan
5. Informasi lan vang diperlukan,

b. lembar pengesahan dokumen Standar Operasional Prosedur, yang
merupakan Kepufusan Walikota fentang Penetapan Dokumen
Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh pimplhan
unit organisasi atas nama Walikota;

c. Standar Operasional Prosedur, yang dilaksanakan dengan
prosedur kegiatan pada masing-masing unit crganisasi Pemerirtah
Kota, terdiri dari ;

1. Standar Operasional Prosedur 1, meliputi deskrpsi unit
orgamsast yang memuat
a) wvisk
b) misi; dan

¢) mottedjanji layanan.

2. Blandar Operssional Prosedwr 2, yang mefiputi informasi
manganal prosadur yang akan distandarkan dan memuat :
a) nama Standar Operasional Prosedur;
by satuan kedalunit kera:
¢} nomor dokumen,
dj tanggal pembuatan;

e) langgal revisi;

1 tanggal efekt

al pengesahan oleh pajabat yang berkompeter;
b} dasar hukum;

i} keterkaltan;

¥ pearingatan;

k) Rualifikasi personel;

I} peralatan dan perengkapan; dan

m) pencalatan.

3. Stendar Operesional Prosedur 3, yang meripakan penjelasan
mengenal langkah-langkah kegiatan secara ningi dan sistematis
darl prosadur yang distandarkan dan disusun dalam bentuk
diagram alur {fiow chart) dengan menggunakan simbol-simbol
proses kegiatan.

(2) Format halaman judul (coven), lembar pengaesahan dan Standar
Operasional Prosedur sabagaimana dimaksud pada ayat (1) ercantum
dalam Lampiran, sebagail bagian yang tidak terpisahkan darl Peraturan
Wialikata ki,

BAB VI
MO,NITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Satuan Herga Perangkat Daerahfkepala  wnit  organisasl
penyelenggara kegiatan di lingkungan Pemerintah Kofa, wajib melakukan
monitonng, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur, yang menjadi tanggung jawabnya.



Pasal 11

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan Standar
Operasional Prosadur, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedkit
1 (sat) kali dalam 1 {satu) tahun.

(2} Evaluasi ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang
membidangi Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kaola.

BAE VIl

KETENTUAMN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 13
Paraturan ini mukai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar seliap orang dapat mengstahuinya, memerintahkan pengundangan
Feraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
_l_!'gcf_l_lé_l__ﬂggal 28 Sepren-ber 2011
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMEANG
NOMOR : T8 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN  STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN o]} LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

FORMAT DOKUMEN PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

A, HALAMAN JUDUL {COVER)

Q + Lambang Dasrah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |, dudul dokumen Standar
DINASBADANBIRDMANTOR.... ..., Operasional Prosedur

TAHUN # Tahun Pembuatan

DINAS/BADANKANTOR

P SRR, T Palcmbang, Provins Sumaicra Sclstan 13
Tedepon L e, Folch - oo oo OO PO i I It

Exmall < v Wabsiie -




B. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

A—

-

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jakan Merdeka No. 1 Palembang, Provins Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352805, 312577 Faksmmile | (0711) 372384 Kode pos 30131

=i E-mad - InfofPalembang go.d, Website - www Palembang go.id
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR.......... TAHUN.........
TENTANG
WALIKOTA PALEMBANG,
RASIRANG % DM c vt i s e P e e A A B RN o 58

Meengingal

Menctapkan
KESATU

KEDU&
KETIGA
KEEMPAT

Tembusan

a

LG LT H o ET U S S SR

2. Peraturan Pemerintah

Ditstaphan di ...ocoovvnninn
padatanggal ...

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
SEKRETARIS DAERAH
ub.
HKEFALA SKFD.......

HARMA



C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1, Standar Operasional Prosedur 1, Deskripsi Unit Organisasi

LAMBANG DAERAH
(Mama Organisasi Perangkat Daerah)
FEMERINTAH KOTA PALEMBANG
visI MISI MOTTOIJANJI LAYANAN
1 2 a
Cara Pengisian .

Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 diisi dengan mendeskripsikan Organisasi
Peasangkat Daerah

MNama Organisasi | Diisi dengan nama Organisasi Perangkat Daerah ]

Perangkat Daerah 1]

Kaolom 1 Diisi dengan Visi yang ada dalam Rencana Strategis Organisasi
Peranghat Daerah

Knlom 2 Diii=l dengan Mist yang ads dabsy Rencana Strategis Orpanisasi
perangkat Dagrah

Kaolom 2 Diisi dengan Motto/Janji Layanan yang ada kaitannya dengan

' Peiayanan UmumiFubiik




2. Slandar Gperasonal Prosedur 2, Informasi mengenal prosedur yang  skan

distandarkan
SATUAN KERJA Nomor Standar
Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan
NAMA LINIT KERJA Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Dizahkan obeh |
Mama Standar Operasional Prosadur
Diazar Hubowm Kualifhers) Priaksans -
1.
2
Ketarkaitan | Paralatan/Perdengkapan :
1. 1.
2. 2.
| Perngatan Penecatatan dan Pendataan
1.
2
Cam Pengisian |
Satsan Kera/Unit Kerja Diisi dengan Nama Satuan Kerja/lUnit
Organisasi Esselon 1l
Momor Standar Operasional Prosedur Diisi dengan nomer prasedur yang

distandarkan Operasional Prosedur-kan,
yaitu kode kegiatan (Nomar Kepgub
Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah,
Pasal SeksifSubbag/Subbid Avat Rincian
Tugas)

Targgal Pembuatan

Diisi dengan tanggal pengesahan Standar |
Cperasional Prosedur

Targgal Revisi Diisi dengan tanggal Standar Operasional
Prosedur direvisi

Targgal Efaktif Diisi dengan tanggal mulai berlaku

Disahkan abeh Dirsi dengan nama pejabat yang

berkompaten vana menaesahkan

Mama Standar Operasional Prosedur

Diisi dengan nama prosedur yang akan di- |
Standar Operasional Prosedur-kan dari

kegiatan Esselon IV

11



| Dasar Hikism Diisi  dengan Peraturan Perundang-undangan yang

mendasar prosedur
Ketzrkaitan Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur
yang distandarkan dengan prosedur kain yang distandarkan
Peringatan Diisi dengan :

- penjelasan mengenai  kemungkinan-kemungkinan
yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan.

- peringatan memberikan indikasi berbagal
permasatahan yang mungkin muncul dan berada di
fiear kendali peiaksana kelika prosedur dilaksanakan
dan berbagai dampak yang ditimbulkan.

Dalam  hal ini |:I|j'ﬂl.ntkﬁn Pr.:|n bagaimana cara
mengatasinya.

Kuzlifikasi pelaksana Diisi dengan penjelasan mengenal kualifikas! pegawal yarg

dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur

CN i yang distandarkan, S .

Perlatan/Perlenokapan | Diisi dengan penjelasan mengenal daftar peralatan dan

periengkapan yang dibutuhkan.

Percatatan/Pendataan | Diisi dengan penjelasan mengenal berbagai hal yang perlu

didata dan dicatat oleh satiap pagawal yang barperan dalam

3. Slandar Operasional Prosedur 3, Prosedur
Penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dar

prosadur yang dislandarkan.
Ma Uraisn FPeoiaksana Megiatan Mutu Baku
Kegiatan | Pelaks 1 | Pelaks 2 | Pelaks 3 | Persyrkpn | Wakiu | Output
1 2 3 4 5 ] 7 ]
1 |
: |
Cara Pengistan -

Uraian Kegwatan Diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dihasilkannya sebuah
cutput untuk setiap Standar Operasional Prosedur sssuai dengan
tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi

eV——= yang bersangkutan. A

Pelaksana Diizi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dar |
| isbatan teringgi =ampal dengan iabatan terendah (fungsionsl

| | umumystaf)

| Muru Baku | Diksi dangan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, wakiu

| yang diperukan uniuk menyelesalkan keglatan dan output pada
| | setiap aktivitas yang dilakukan



4. Simbol Keglatan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada akhimya akan mengarah pads
terbantuknya diagram alur yang menggambarkan aliran akiivitas atau kegiatan
rmasing-masing unit organisasl. Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebul,
digunakan simbol, sebagai berikuf -

SIMBOL

DEFINISI

Mulaiiberakhsr (terminatar).

Simbol ini dipunakan unfuk menggambarkan
awal dan akhir sualu bagan alir

Proese.

Simbol ini digunakan untuk  menggambarkan
proses pelaksanaan kegiatan

FPengambilan Keputusan.

Simbol ini digunakan umtuk menggambarkan
keputusan yang harus dibuat dalam proses
pelaksanaan kegiatan

Dokumen

Simbel ini digunakan untuk  menggambarkan
semua jenis dokumen sabagai bukli pelaksanaan
kegiatan

Konekior antar halaman

Simbel ini digunakan untuk menggambarkan
parpindahan akiivitas ke halaman berikuinya

Konektor dalam satu halaman

Simbol ini digunekan untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas dalam satu halaman

Garis Putus
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah

proses hasil dan pelaksanaan kegiatan yang
bersifat fembusan

Garis Alir
Simbaol ini digunakan untuk menggambarkan arah
prozes pelaksanaan kegiatan

" BERTTA DAHRAN KOTA PALEMBAHS
[ EER

Srgn TAHAM 211
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